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MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK  

Oleh.:  

Yunus,S.Pd.,M.Sii 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F 

disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, 

perlu disusun informasi sesuai undang-undang 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk 

memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin 

terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara 

tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk 

memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. 

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting 

sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk 

memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani 

permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara 

sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik 

untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. 
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B. DASAR PENYELENGGARAAN 

1) Undang-undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4846);   

3) Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5038); 

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5071); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 

Tahun 2008; 

6) Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E)  

7) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi 

Jawa Timur.  

8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan 

Informasi Publik.  

 

C. TUJUAN 

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan public serta para 

pengambil keputusan dalam rangka: 

1) Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, 

penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public; 

2) Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat 

pengguna pelayanan; 

3) Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, 

penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan; 
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4) Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan,pengembangan dan penganggaran 

kegiatan pelayanan public; 

 

D. MEKANISME UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK 

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas 

Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat 

luas. Lingkup Badan Publik dalam Undangundang ini meliputi lembaga 

eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang 

mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup 

pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta 

organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 

negeri. 

 Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta 

kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan 

akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan 

demokrasi yang hakiki. 

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik 

termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat 

yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan 

pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang 

baik (goodgovernance). 

 

Namun demikian setiap masyarakat yang menginginkan Informasi dari badan publik  

dapat dilayani, sepanjang Informasi tersebut masih di bawah penguasaan (berkaitan 

dengan kegiatan badan publik )serta melakukan permohonan secara Prosedur yang 

berdasarkan  Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 22 dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk 

memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau 

tidak tertulis. 

2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek 

dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh 

Pemohon Informasi Publik. 

3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang 

diajukan secara tidak tertulis. 

4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor 

pendaftaran pada saat permintaan diterima. 

5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, 

nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. 

6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran 

dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 

7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik 

yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : 

a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; 

b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi 

yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah 

penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui 

keberadaan informasi yang diminta; 

c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi 

informasi yang akan diberikan; 

e) dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 

dihitamkan dengan disertai alas an dan materinya; 

f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau  

g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 
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8).  Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.  

9).  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan   

       Publik diatur oleh Komisi Informasi. 

 

E. ALUR PERMOHONAN INFORMASI 

Alur Permohonan Informasi

1 2 3

4

5

PEMOHON MEJA INFORMASI PPID

PUAS

TIDAK 
PUAS

MEJA 
INFORMASI

KEBERATAN

SELESAI

ATASAN 
PPID

6PUAS

S
E
L
E
S
A
I

7

TIDAK
PUAS8

4

 

F. PENUTUP 

Demikian mekanisme untuk memperoleh Informasi dari badan publik yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 22, dapat sebagai acuan bagi 

pemohon Informasi, sehingga Informasi yang diminta dapat disiapkan dengan sebaik-

baiknya. 

 

                                                                        Surabaya, Medio Oktober 2013 
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i Fungsional Pustakawan 


